
 

 
 
 

WALI KOTA BANJARBARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU 
NOMOR  81  TAHUN 2021 

 
TENTANG 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA BANJARBARU,  

 
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengembangan 

profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kota Banjarbaru yang berbasis pada 
kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan 
satuan organisasi Perangkat Daerah serta pengembangan 
karir Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil 
Negara, perlu menyusun Standar Kompetensi Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota 
Banjarbaru; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di 
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang                   
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3822); 

  2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

 

 

 

3. Undang-Undang... 

SALINAN 



  3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai   Negeri   Sipil   (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4263); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68); 

  7.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1907); 

  8.  Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297); 

  9.  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 Tentang 
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di 
Lingkungan Instansi Daerah; 

  10.  Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Banjarbaru  (Lembaran Daerah 
Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37); 

MEMUTUSKAN... 



MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR 
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
KOTA BANJARBARU. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota 
Banjarbaru. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja yang diangkat oleh pejabat �tructu kepegawaian dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya 
dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi 
Pemerintah. 

7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Pimpinan Tinggi. 

8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara dengan Jabatan eselon II. 
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka 
memimpin suatu satuan organisasi. 

10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh 
seorang pegawai   berupa   pengetahuan,   keterampilan,   dan   sikap 
perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai 
tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara �tructural�l, efektif dan 
efisien. 

11. Standar Kompetensi Manajerial Pimpinan Tinggi Pratama adalah 
Persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang 
PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan �tructural. 

 
 
 
 
 
 
 

BAB II... 



BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

(1) Maksud Pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama Kota Banjarbaru adalah sebagai dasar pedoman kompetensi   
yang dipersyaratkan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta 
sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan 
pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.  

(2) Tujuan Pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama Kota Banjarbaru adalah mewujudkan objektivitas, transparansi 
dan akuntabilitas pengangkatan dalam Jabatan, mengidentifikasi 
kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan dengan standar 
kompetensi yang dipersyaratkan serta mewujudkan kesesuaian antara 
tugas Jabatan dengan kompetensi manajerial Pejabat atau calon 
pengemban Jabatan Struktural sehingga terciptanya Pejabat Struktural 
yang �rofessional. 

 
BAB III 

 STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
 

Pasal 3 
Uraian Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini. 
  
 

BAB III 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 4 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 
49 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 
Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB IV... 



BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP  

 
Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru. 

 
Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal 30 Desember 2021 

WALI KOTA BANJARBARU, 
 
                 TTD 
 
M. ADITYA MUFTI ARIFFIN 

 
 
Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 30 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH, 
 
           TTD    
                   
SAID ABDULLAH 

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 81 


	M. ADITYA MUFTI ARIFFIN
	SEKRETARIS DAERAH,


